
 
 

i 
 

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN 

PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG 

TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  

Sebutan Sarjana Sains Terapan 

 

  

 

 

Oleh: 

DILIATI AGUSTINI OPENG 

NIM.09182425 

 

 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 

YOGYAKARTA 

2014 



 
 

vii 
 

 

INTISARI 

 

 

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas 

bidang tanah, memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam perbuatan hukum dan terselenggaranya tertib administrasi 

pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai instansi yang 

memberikan pelayanan di bidang pertanahan, dalam pelayanan pendaftaran 

pemecahan bidang tanah pelaksanaannya belum sesuai dengan Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan Standar Pelayanan dan Pengaturan 

Pertanahan dalam pendaftaran pemecahan bidang tanah sehingga dapat 

diketahui apa kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi 

kendala tersebut. 

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SP3 dalam 

pendaftaran pemecahan bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, 

masih terdapat ketidaksesuaian dalam persyaratan permohonan dan waktu 

penyelesaian dengan ketentuan yang ada di SP3. Ketidaksesuaian dalam 

persyaratan adalah adanya penambahan persyaratan yang berfungsi sebagai 

pelindung bagi kantor pertanahan apabila terjadi gugatan di pengadilan. 

Ketidaksesuaian dalam waktu adalah melewati waktu penyelesaian yang 

ditetapkan dalam SP3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SP3 pada 

pendaftaran pemecahan bidang tanah adalah penggunaan arsip yang 

diperlukan oleh bidang lain, keterbatasan sumber daya manusia, sikap pasif 

pemohon dalam melengkapi berkas permohonan yang kurang dan dalam 

menanggapi berita acara beda luas yang telah diberikan, adanya patok tanda 

batas yang tidak jelas akibat perubahan alam maupun ulah manusia. Oleh 

karena itu maka Kantor Pertanahan Kota Kupang telah melakukan upaya-

upaya untuk mengatasi kendala tersebut. 

 

Kata kunci: standar pelayanan pertanahan, pemecahan bidang tanah 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak 

atas tanah, Pemerintah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai amanah pasal 19 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA). Untuk menindaklanjuti pasal tersebut dikeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP Nomor 10 Tahun 1961) 

yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997). Sebagai ketentuan 

pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA/KBPN Nomor 

3 Tahun 1997) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah (termasuk satuan 

rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar), menyediakan informasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dan 

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  

Pelaksanakan pendaftaran tanah terdiri dari kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui kegiatan 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik 

yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau 
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beberapa obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal. 

Sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan 

apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis pada obyek 

pendaftaran tanah yang telah terdaftar. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah tugas Negara yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah BPN RI yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 (Perpres 

Nomor 63 Tahun 2012). BPN RI merupakan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang 

pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Mengingat luasnya 

wilayah Indonesia dan banyaknya pelayanan yang harus diberikan, BPN 

RI terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu BPN Pusat sebagai pembuat 

kebijakan pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi sebagai penjabaran 

kebijakan pertanahan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai 

operasional kebijakan pertanahan.  

Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota, saat ini keberadaannya diatur dalam Peraturan Kepala 

BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang disempurnakan dengan 

Peraturan Ka. BPN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub 

Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah BPN dan Uraian Tugas Urusan 

dan Sub Seksi Pada Kantor Pertanahan. Dalam peraturan tersebut, Kantor 
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Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diberi 

kewenangan untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. 

Namun di lain pihak, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah 

dicapai sebelumnya oleh instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan 

pelaksanaan pendaftaran tanah, yaitu BPN sebagai institusi Pemerintah 

dalam bidang pelayanan publik, masih banyak keluhan masyarakat atau 

pemohon bahwa pelayanan di bidang pertanahan rumit dan berbelit-belit 

dalam hal prosedur, adanya penyimpangan biaya, serta lamanya waktu 

pemrosesan (Syallomdailynews 2012, diakses  29 Desember 2012). 

Kondisi seperti ini pada gilirannya dikhawatirkan akan memberikan 

dampak ketidakpercayaan kepada BPN sebagai institusi yang berwenang 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak 

atas tanah sehingga pada akhirnya masyarakat enggan untuk mendaftarkan 

tanahnya. Hal ini dapat mempengaruhi tingginya tingkat sengketa tanah 

karena tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah-

tanah yang belum didaftar. Oleh karena itu, BPN selalu berupaya 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat di bidang 

pertanahan. Banyak faktor yang harus dipenuhi demi tercapainya kualitas 

pelayanan, yang salah satu faktornya yaitu diperlukan adanya kepastian 

mengenai persyaratan, waktu, biaya dan prosedur penyelesaian 

pendaftaran tanah.  

Dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, 

BPN telah menetapkan Peraturan Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
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Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) (lihat Lampiran 2), 

sebagai penyempurnaan dari Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan 

(SPOPP) di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (lihat Lampiran 4) jo. 

Peraturan Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan 

Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan 

Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu (lihat Lampiran 3). Jenis-jenis 

pelayanan tersebut adalah pelayanan Pemeriksaan (Pengecekan) Sertipikat, 

Peralihan Hak – Jual Beli, Peralihan Hak – Pewarisan, Peralihan Hak – 

Hibah, Peralihan Hak – Tukar Menukar, Peralihan Hak – Pembagian Hak 

Bersama, Hak Tanggungan (HT), Hapusnya Hak Tanggungan – Roya, 

Pemecahan Sertipikat – Perorangan, Pemisahan Sertipikat – Perorangan, 

Penggabungan Sertipikat – Perorangan, Perubahan Hak Milik untuk 

Rumah Tinggal dengan Ganti Blanko, Perubahan Hak Milik untuk Rumah 

Tinggal tanpa Ganti Blanko, dan Ganti Nama. Tujuan dari ditetapkannya 

peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan 

akuntabilitas pelayanan publik dalam upaya memberikan pelayanan yang 

lebih baik kepada masyarakat. 

Salah satu jenis pelayanan yang banyak dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Kupang adalah pelayanan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah melalui pendaftaran pemecahan bidang tanah yang menghasilkan 

sertipikat hak atas tanah yang baru. Berbagai keluhan masyarakat terus 

mewarnai penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan. Rasa enggan 
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dan gambaran negatif masih dirasakan masyarakat jika harus berurusan 

dengan Kantor Pertanahan (http://www.bisnis.com/articles/ori-pantau-

layanan-bpn-di-7-kota, diakses 29 Desember 2012). Ketidakpastian waktu 

dan biaya sering dikeluhkan masyarakat, hal ini karena belum ditaatinya 

standar waktu dan biaya yang telah ditetapkan. Sebagai contoh mengenai 

SP3 pemecahan bidang tanah perorangan, waktu penyelesaiannya paling 

lama 15 (lima belas) hari, akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti pada register yang ada di Kantor Pertanahan Kota Kupang yaitu 

berdasarkan Daftar Isian (DI) 301, 302, 208 dan 307, ada warga 

masyarakat yang mengurus sertipikat perorangan sudah hampir sebulan 

tetapi belum selesai. Setelah peneliti bertanya pada salah satu 

aparat/pegawai Kantor Pertanahan Kota Kupang (yang tidak ingin 

disebutkan namanya), alasan yang disampaikan oleh aparat/pegawai 

tersebut adalah karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik 

antar seksi yaitu seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan (SPP) dan Seksi 

Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), sehingga menyebabkan jika 

ada berkas yang terhenti di seksi SPP akan menambah lamanya waktu 

penyelesaian sertifikat pada seksi HTPT, karena pengerjaan sertifikat 

seperti roda berjalan. Jika terhenti di seksi SPP maka berkas tidak dapat 

diteruskan ke seksi HTPT. 

Untuk dapat mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemeliharaan 

data pendaftaran tanah, sudah seharusnya dalam pelaksanaannya hal-hal 

yang berkaitan dengan persyaratan, biaya, prosedur kegiatan, jangka waktu 
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penyelesaian harus sepenuhnya berdasarkan SP3. Namun, berdasarkan 

penelitian di Kantor Pertanahan Kota Kupang, senyatanya diperoleh 

informasi bahwa pendaftaran pemecahan bidang tanah merupakan 

pelayanan dengan jumlah tunggakan penyelesaian pekerjaan cukup 

banyak.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan SP3 dalam pendaftaran pemecahan bidang tanah 

pada Kantor Pertanahan Kota Kupang? 

2. Bagaimana perbandingan kegiatan  pendaftaran pemecahan bidang 

tanah sebelum dan sesudah diterapkannya SP3? 

3. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan SP3 pada kegiatan 

pendaftaran pemecahan bidang tanah, dan upaya untuk mengatasinya? 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan dalam hal kemampuan peneliti, waktu dan 

dana, peneliti memberi batasan masalah sebagai berikut:  

1. Penelitian difokuskan pada persyaratan, biaya, prosedur kegiatan, 

jangka waktu penyelesaian kegiatan pendaftaran pemecahan bidang 

tanah sebelum diterapkannya SP3 (tahun 2009 sampai dengan tahun 
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2010) dan sesudah diterapkannya SP3 (tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2012). 

2. Aspek pelayanan difokuskan pada aspek internal yaitu menyangkut 

mekanisme prosedur pelayanan pendaftaran pemecahan bidang tanah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan SP3 dalam pendaftaran pemecahan 

bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang. 

b. Untuk mengetahui perbandingan kegiatan pendaftaran pemecahan 

bidang tanah sesudah dan sebelum berlakunya SP3.  

c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan SP3 untuk 

pendaftaran pemecahan bidang tanah, dan upaya mengatasi kendala 

tersebut. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis, yaitu sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan 

penulis serta pihak lain yang berkepentingan dalam hal penerapan SP3 

pada kegiatan pendaftaran pemecahan bidang tanah. 

b. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan bahan masukan bagi Kantor 

Pertanahan Kota Kupang dalam rangka pelaksanaan pendaftaran 

pemecahan bidang tanah. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan SP3 dalam pendaftaran pemecahan bidang tanah di Kantor 

Pertanahan Kota Kupang masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal 

persyaratan dan jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu: 

a.   Adanya kebijakan menambah persyaratan dalam pendaftaran 

pemecahan bidang tanah yang tidak terdapat dalam Perkaban No. 

1/2010 tentang SP3. 

b.   Ketidaksesuaian waktu penyelesaian permohonan penerbitan 

sertipikat dalam pendaftaran pemecahan bidang tanah disebabkan 

oleh sikap pasif dari pemohon serta dari Kantor Pertanahan yang 

tidak dapat memberikan jaminan kepastian waktu.  

2. Bahwa dengan diterapkannya SP3 belum dapat menyelesaikan 

persoalan penyelesaian pekerjaan yang melewati jangka waktu yang 

ditentukan, namun berdasarkan penelitian persentase kualitas 

pelayanan mengalami peningkatan walau pun tidak signifikan.  

3. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan SP3 pada pendaftaran 

pemecahan bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah 

sebagai berikut: 
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a. Arsip masih dipakai yang lain. 

b. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas. 

c. Sikap pasif Pemohon dalam melengkapi berkas permohonan 

penerbitan sertipikat dan menanggapi Berita Acara Beda Luas 

hasil pengukuran. 

d. Tanda batas bidang tanah yang tidak jelas. 

Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam 

mengatasi kendala di atas, yaitu: 

a. Membuat kebijakan memisahkan berkas pengukuran dan 

pendaftaran. 

b. Membuat kartu kendali sebagai kontrol terhadap alur berkas 

sehingga keberadaan berkas dan jangka waktu penyelesaian dapat 

terus dipantau. 

c. Memaksimalkan fungsi loket dalam meneliti kelengkapan berkas 

permohonan. 

d. Memberikan batas waktu terhadap Berita Acara Beda Luas untuk 

ditanggapi Pemohon. 

 

B. Saran 

Untuk dapat meningkatkan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota 

Kupang, maka saran yang dapat dikemukakan adalah: 

1. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus 

dan berkesinambungan terkait pentingnya sikap aktif dari masyarakat 
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dalam melengkapi berkas permohonan yang masih kurang dan 

menanggapi berita acara beda luas yang diberikan guna menunjang 

kegiatan pelayanan pertanahan. 

2. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus 

dan berkesinambungan mengenai pentingnya memelihara dan menjaga 

tetap utuhnya patok tanda batas sehingga dapat mencegah terjadinya 

sengketa batas di kemudian hari. 

3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yaitu tenaga honorer dan 

lulusan Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dalam 

melaksanakan setiap kegiatan pelayanan pertanahan.  
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